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ABSTRACT

Purpose: Investigate whether the application of the Fraud
Deterrence Propeller (FDP) protocol to assess the entity's
maturity level in deterring fraud in privately owned health
clinics can be applied, and investigate how the West Java
provincial health service regulations relate to preventing
fraud in health clinic providers.

Methodology/approach: Using a qualitative case study
approach with post-positivism philosophy. In-depth
interviews with 10 key informants, as well as field
observations and literature reviews, were conducted. Data
is processed with QDA Miner.

Findings: The FDP protocol can be applied to health
clinics in Bandung to assess an entity's fraud deterrence
maturity level. The dimensions of the FDP concept are used
in fraud deterrence policies in the health environment of
West Java Province, but are mandatory only in
government-owned clinics, and do not apply to private
clinics.

Practical implications: Private health clinic providers
understand the urgency of implementing the FDP protocol
to assess fraud prevention maturity. The West Java
provincial health service is considering expanding fraud
deterrence regulations for private health clinics, especially
the implementation of an internal control system and Fraud
Control Plan (FCP) and Whistle-Blowing System.

Originality/value: The novelty of this research is the use of
the Fraud Deterrence Propeller (FDP) protocol in private
health clinic providers.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian: Menyelidiki apakah penerapan
protokol Fraud Deterrence Propeller (FDP) untuk menilai
tingkat maturity entitas dalam mencegah fraud di klinik
kesehatan milik swasta dapat diaplikasikan, dan
menyelidiki bagaimana aturan dinas kesehatan propinsi
Jawa Barat terkait pencegahan fraud di penyedia Kklinik
kesehatan.

Metode/pendekatan: Menggunakan pendekatan kualitatif
case study dengan filosofi post-positivisme. Wawancara
mendalam terhadap 10 orang informan kunci, serta
observasi lapangan dan telaah pustaka, dilakukan. Data
diolah dengan QDA Miner.

Hasil: Protokol FDP dapat diterapkan pada klinik
kesehatan di Bandung untuk menilai tingkat maturity
pencegahan fraud entitas. Dimensi konsep FDP digunakan
dalam kebijakan pencegahan fraud di lingkungan
kesehatan Propinsi Jawa Barat, tetapi bersifat mandatory
hanya pada klinik milik pemerintahan, dan tidak berlaku di
klinik swasta.

Implikasi praktik: Penyedia klinik kesehatan swasta
memahami urgensi implementasi protokol FDP untuk
menilai maturity pencegahan fraud. Dinas kesehatan
propinsi Jawa Barat mempertimbangkan perluasan
peraturan fraud deterrence untuk klinik kesehatan swasta,
terutama implementasi sistem pengendalian intern dan
Fraud Control Plan (FCP) serta Whistle-Blowing System.

Orisinalitas/kebaharuan: Kebaharuan penelitian ini pada
penggunaan protokol Fraud Deterrence Propeller (FDP)
di penyedia klinik kesehatan swasta.

Kata kunci: Fraud Control Plan; Fraud Deterrence
Propeller; Fraud Deterrence; Whistle-Blowing System.

PENDAHULUAN

Industri kesehatan sering kali terancam fraud yang dapat memiliki dampak negatif pada
pasien, lembaga kesehatan, dan pemerintah. Fraud dapat terjadi dengan berbagai bentuk
seperti manipulasi pengadaan, kecurangan klaim BPJS kesehatan (Anisah, 2023; Harahap,
2023; NusantaraNews, 2023; Prihantoro, 2023) korupsi (Bagaskara, 2023; Red, 2023), yang
menyebabkan kerugian berbagai pihak.
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Penelitian ini bertujuan menyelidiki apakah protokol Fraud Deterrence Propeller (FDP) untuk
menilai tingkat #zaturity entitas dalam mencegah fraud di klinik kesehatan milik swasta dapat 5
diaplikasikan, dan menyelidiki bagaimana aturan dinas kesehatan propinsi Jawa Barat terkait 352

pencegahan frand di penyedia klinik kesehatan. Dimensi dan indikator konsep Fraud Deterrence

Propeller (Koerniawan et al., 2022); (Koerniawan, 2023) digunakan untuk menilai tingkat
maturity Frand Deterrence. Riset didasarkan pada fenomena kasus-kasus fraud yang terjadi di
sektor kesehatan di wilayah Bandung dan Jawa Barat dalam 5 tahun terakhir.

Meskipun telah ada penelitian dan publikasi terindeks scopus sebelumnya mengenai Fraud
Deterrence dan Fraud Prevention dalam 10 tahun terakhir, (Petrascu, & Tieanu., 2014); (Lee, E.
Y. & Ha, W., 2021); (Mahva et.,al., 2023); (Biduri et.,al., 2023); (SAPIIA, 2024) namun
ternyata relatif sedikit yang fokus pada fraud di sektor kesehatan, di Indonesia. Berdasarkan
hasil penelusuran penulis terkait dengan tema Fraud Prevention dan Fraund Deterrence di jurnal

terindex scopus dengan menggunakan aplikasi Watase Uake (Wahyudi et al., 2020),
ditemukan 153 jurnal, dalam kurun waktu 10 tahun (2013-2023), seperti ditunjukkan di
gambar 1. Kemudian dilakukan skrening dan eliminasi dengan menggunakan protokol
PRISMA Systematic Literature Review (SLR), maka hanya terdapat 22 jurnal terindeks scopus
yang membahas pencegahan fiaud sektor kesehatan di Indonesia, seperti ditunjukkan di
gambar 2. Hal ini menunjukkan betapa kurangnya publikasi penelitian yang menyoroti
pencegahan fraud di sektor kesehatan di Indonesia. Terdapat kesenjangan yang cukup lebar
terkait penelitian tersebut, meskipun kasus-kasus fraud sektor kesehatan marak terjadi di
Indonesia. Tulisan hasil penelitian ini, berusaha mengisi kekosongan tersebut. Ini merupakan
celah pertama.
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Ideniification of new studies via databases and registers

= Records removed before screening:
-% Records identified from: Duplicate records (n = 40)
2 Databases (n=13) # Records marked as ineligible by automation
= Registers (n = 140) tools (n=17)
ﬁ Records removed for other reasons (n = 2)
Y
Records screened - Records excluded
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Y
E Reports sought for retrieval - Reports not retrieved
5 (n=41) ™ (n=19)
o
o
w
A 4 Reports excluded:
Reports assessed for eligibility Reasoni (n =0)
(n=22) Reason2 (n =0)
Reason3 (n =0)
Gambar 2.
v SLLR The
MNew studies included in review
3 e PRISMA
= Reports of new included studies .
2 P (n=22) Flow Diagram

(Sumber: Hasil Penelitian, 2023)

Celah kedua, tema penelitian dan publikasi terdahulu (Kumaraswamy, et.,al., 2022); (Lastri,
et.al. 2022) terkait pencegahan fraud yang dilakukan para ahli, cenderung menganggap
terminologi fraud deterrence dan fraund prevention sebagai grand theory mereka, identik. (Meitasir
et.al, 2022). Padahal secara konsep kedua terminologi tersebut berbeda. Dalam perang
melawan fraud, terdapat dua metode umum yang digunakan untuk mengurangi risiko fraud:
yaitu fraund deterrence dan fraund prevention. (ACFE, 20106); (Sari, 2022); (Kaur, et.al, 2023)
Meskipun kedua metode ini bertujuan untuk mencegah fraud, ada perbedaan dalam
implementasinya. Menurut (Cendrowski et al., 2007), (Koerniawan, 2023). Fraud Deterrence
merupakan pencegahan fraud dengan tujuan untuk mengurangi risiko fraud dengan
menyampaikan pesan yang jelas bahwa tindakan fraud tidak akan ditoleransi. (Claveria
et.al, 2023) Hal ini terkait aspek perilaku dan budaya organisasi. Di sisi lain, Fraud Prevention
berfokus pada upaya aktif mencegah fraud dengan mengimplementasikan prosedur yang tepat
dan menjalankan énternal contro/ untuk menghilangkan frand. (Ajzen, 1985); (Cendrowski et
al., 2007b); (Stowell, et.al., 2020); (Rodrigues et.,al. 2022); (Koerniawan, 2023). Kedua metode
ini dapat digunakan bersama-sama untuk menciptakan perlindungan yang lebih kuat terhadap

frand.

Lebih lanjut, (Koerniawan et al., 2022); (Koerniawan, 2023) menyarankan protokol Fraud

Deterrence Propeller (Baling-baling Pencegahan Fraud) untuk pencegahan fraud, dengan

JRAK mengimplementasikan secara konsisten mitigasi risiko fraud, terdapat Akuntan internal yang
kompeten, terdapat pengendalian internal, SOP, tata kelola dan budaya integritas yang

14.2 ditingkatkan, dengan menciptakan lingkungan manajemen yang sehat. (Koerniawan, Afifah,

et al., 2022). Implementasi prosedur pengendalian internal yang ketat dan membatasi akses

ke area yang sensitif dapat secara aktif mencegah fraud. (Koerniawan, 2017). Pembentukan
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tim anti-frand, mengaplikasikan Fraud Control Plan, dan meningkatkan kesadaran karyawan,
dapat membantu mengurangi kecenderungan SDM melakukan fraud. (Koerniawan, 2022).

Konsep Fraund Deterrence Propeller (FDP) atau Model DETER-E dibahas dalam studi yang
dilakukan oleh (Koerniawan et al., 2022). Studi tersebut menyelidiki niat manajemen untuk
menggunakan Fraud Control Plan (FCP) untuk mencegah frand. (COSO, 2016); (Koerniawan
et al., 2022). FDP merujuk pada langkah-langkah dasar pencegahan fraud, seperti komitmen
manajemen, kesadaran akan risiko frand, dan lingkungan organisasi yang sehat. FDP
menggunakan Teorti Planned Bebavior, yang mengusulkan bahwa sikap, norma subjektif, dan
kontrol perilaku yang dirasakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi niat seseorang
untuk bertindak sesuatu. Teori kriminologi juga digunakan untuk menjelaskan

kecenderungan seseorang untuk melakukan fraud. (Ajzen, 2011); (Akers, 2010); (Beccaria,
1872); (Bentham, 2000).

Model DETER-E (FDP Protoco)) terdiri dari enam dimensi. Dwe Diligence, yang mencakup
penilaian risiko fraud dan adanya akuntan internal yang kompeten dalam entitas. Enbancenent
(Perbaikan), yang melibatkan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap SOP dan
pengendalian internal. Truthfulness and Respect (Kejujuran dan Kehormatan), yang mencakup
tindakan untuk membangun tata kelola dan budaya integritas. Efficacy of Mind, yang merujuk
pada teori se/f-¢fficacy dari Bandura dan indikator-indikatornya, conditioning operant, dan modeling.
(Bandura, 1977). Kemudian protokol betikutnya Reinforcement and Communication, yang
mencakup penguatan positif dan budaya komunikasi. Protokol terakhir, Enforcement Actions,
yang melibatkan penegakan hukum yang proporsional dan denda. Gambar 3 dan Gambar 4

dalam studi tersebut mengilustrasikan konsep FDP. (Koerniawan, Afiah, et al., 2022);
(Koerniawan, 2023).

Due Diligent Enhancement

Truthfulness
and Respect

Enforcement
Action

Reinforcement
And Communication

Efficacy of Mind

Sumber: Koerniawan et al., (2022)

No Indicators of Fraud Deterrence The Main Abbreviation
Propeller Concept

1 Risk Fraud Assessment & Due Diligent D
Competent Internal Accountant.

Enhancement E
(improvement)

2 Continuous Improvement of SOP
& IC.
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3 Building good governance and a
Culture of Integrity.

Truthfulness and
respect

4 Operant Conditioning & Efficacy of Mind
Modeling.
5 Positive Reinforcement & Reinforcement and

Communication.

Communication

6 Proportional enforcement of
penalties

gais

Enforcement actions

Gambar 4.
Model

DETER-E
untuk
Pencegahan
Penipuan

Sumber: (Koerniawan et al., 2022)

FCP dirancang untuk mengurangi dan mengendalikan risiko fraxd dalam sebuah organisasi.
Meskipun tidak ada teori khusus yang secara eksklusif menjelaskan FCP, prinsip-prinsip dan
konsep pengendalian internal dan pencegahan fraud digunakan sebagai landasannya secara
teoritis. FCP menciptakan lingkungan yang tidak menguntungkan untuk tindakan fraud,
meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, dan memberikan pemisahan
tugas yang memadai. (ACFE IC Publication, 2017); (BPKP RI, 2010); (COSO, 2013);
(Koerniawan, Afiah, et al., 2022); (Koerniawan, 2023).

Konsep pengendalian internal melibatkan kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang
melindungi aset organisasi, mencegah dan mendeteksi fraud, serta memastikan kehandalan
informasi keuangan. FCP merupakan lapisan penguatan kedua setelah pengendalian internal.
(ACFE IC Publication, 2017); (BPKP RI, 2010); (COSO, 2013); (Koerniawan, 2023).
Dimensi dan indikator FCP dapat bervariasi tergantung pada karakteristik dan kebutuhan
organisasi. Namun, beberapa dimensi dan indikator umum yang dapat dipertimbangkan
dalam penyusunan FCP adalah kebijakan dan prosedur anti-fraud, pemisahan tugas,
pengendalian keuangan, monitoring dan audit, serta pelatihan dan kesadaran akan bahaya
Sfraud. (Ajzen, 1991); (Albrecht et.,al.,, 2015); (Biegelman & Bartow, 2006); (Cendrowski et al.,
20072); (Koerniawan, 2023).

Pemisahan tugas dan pengawasan yang memadai dapat mencegah konflik kepentingan dan
penyalahgunaan wewenang. Langkah-langkah pengendalian keuangan seperti proses
manajemen keuangan yang terdokumentasi dan pengendalian akses yang ketat dapat
mencegah penyalahgunaan dana dan manipulasi data keuangan. Audit internal secara rutin
dan pemantauan aktivitas yang rentan terhadap penipuan dapat memastikan kepatuhan
terhadap kebijakan anti-fraud. Program pelatihan dan sistem pelaporan untuk kasus-kasus

yang mencurigakan juga dapat meningkatkan kesadaran karyawan terhadap risiko fraud.
(ACFE, 2016); (ACFE IC Publication, 2017); (AFTRS, 2016); (BPKP RI, 2010);

(Department Of The Prime Minister and Cabinet, 2021)
Penelitian sebelumnya dari (Wicaksono & Urumsah, 2017). (Erisnanto & Perdana, 2018)

menemukan bahwa sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dapat membantu
mengendalikan dan mencegah fraud di sektor publik. (Harlen & Harahap, 2022).
Implementasi manajemen risiko fraud yang efektif dapat berkontribusi pada pencegahan
fraud, dengan mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko fraud. (Ajzen, 2005); (Tarjo
et al., 2022); (Maulidi, et.al., 2024). Terakhir, panduan praktis bagi manajemen untuk
mengurangi risiko fraud melalui langkah-langkah pencegahan tersedia dari implementasi FCP
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di BLUD Rumah Sakit (RSUD) (Koerniawan, Afiah, et al., 2022); (Tagora, 2022); (Yeung,
2021); (Amponsah, et.al.,2022) dapat diadaptasi untuk digunakan di klinik kesehatan swasta.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah protokol Fraud Deterrence Propeller (FDP)
untuk menilai tingkat maturity entitas dalam mencegah fraud di klinik kesehatan milik swasta
dapat diaplikasikan, dan menyelidiki bagaimana aturan dinas kesehatan propinsi Jawa Barat
terkait pencegahan fraud di penyedia klinik kesehatan, di tengah maraknya kasus fraud klaim
BPJS Kesehatan. Metode kualitatif dengan studi kasus dengan filosofi post-positivisme,
dilakukan. Studi kasus adalah pendekatan yang mendalam dan holistik untuk memahami
fenomena tertentu dalam konteks nyata. Wawancara mendalam semi terstruktur dengan pola
snowball dilakukan pada 10 orang kunci di masing-masing entitas dengan latar belakang
pekerjaan dan jabatan masing-masing. Observasi lapangan dengan mengamati praktek kerja
klinik, serta telaah pustaka dilakukan. Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi kondisi
praktek nyata, dan sistem terkait melalui pengumpulan data yang rinci dan mendalam dengan

melibatkan sumber informasi dan pelaporan deskripsi kasus dan tema. (Elman et al., 2016).

Tim mengumpulkan data hasil wawancara dan observasi lapangan terhadap 10 informan,
meliputi pejabat manajemen klinik kesehatan di 5 penyedia layanan klinik kesehatan rujukan
di Kota Bandung dan 3 orang pejabat di Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab dalam
membuat kebijakan kesehatan, serta 2 orang pengurus organisasi profesi IDI dan PERSI
untuk validasi temuan. Data hasil wawancara tatap muka menggunakan pedoman semi
terstruktur dan data observasi berupa hasil pengamatan, dokumen yang diperoleh, foto
kegiatan, ditranskripsikan. QDA Miner, perangkat lunak analisis kualitatif, digunakan untuk
menganalisis data, mengidentifikasi pola dan tema. (Lewins & Silver, 2014).

Temuan dari penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi
protokol FDP. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, triangulasi sumber dan
validasi temuan dengan informan lain dilakukan. Proses penelitian dan analisis data
didokumentasikan secara menyeluruh. QDA Miner membantu memberikan pemahaman
yang komprehensif tentang implementasi protokol FDP dalam pencegahan fraud. (Lewins &
Silver, 2014); (Miles et al., 2020; Saldana, 2016). Pertanyaan penelitian yang dirancang adalah
sebagai berikut:

RQ1: Bagaimana protokol Fraud Deterrence Propeller (FDP) untuk menilai tingkat maturity
entitas dalam mencegah fraxd di klinik kesehatan milik swasta diaplikasikan ?

RQ2: Bagaimana aturan dinas kesehatan propinsi Jawa Barat terkait pencegahan fraud di
penyedia klinik kesehatan ?

Instrumen Penelitian

Kuisioner berbentuk semi-terstruktur menjadi alat pengumpulan data utama. Pertanyaan
yang digunakan dalam wawancara disesuaikan dengan konteks dan tujuan yang spesifik
dengan pola Snowball. (Kvale, 2007); (Rubin & Rubin, 2012); (Seidman, 2013). Peneliti
mendokumentasikan tanggapan informan, baik yang bersifat verbal maupun nonverbal,
untuk dianalisis menggunakan perangkat lunak QDA Miner. Selain itu, tanggapan wawancara
dikonfirmasikan juga dengan proses assessment menggunakan protokol FDP. Rule of Tumb
tingkat maturity (Koerniawan, 2023) ditunjukkan di tabel 1, Tools Assessment 6 dimensi
protokol FDP ditunjukkan di tabel 2.

356
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357 Overall Conclusion
Range Criteria
0-20 Bad
20,5 - 40 Not Enough
Tabel 1. 40,5 - 60 Moderate
ThumIl{auIIji)OIf 60,5 - 80 Good
Protocol 80,5 - 100 Very Good

Sumber: (Koerniawan, 2023)

No Dimensions Indicators of FDP Score Rating ranges
. RFA Good =8-10
! Due Diligent (Risk Fraud Assessment) Normal =5-7
Bad =0-4
Competent Internal Good =8-10
Accountant Normal =5-7
Bad =0-4
Score Weight
5 Enhancement Continuous Good =8-10
(improvement) Improvement of SOP Normal =5-7
Bad =0-4
Continous Improvement Good =8-10
of Internal Control Normal =5-7
Bad =0-4
Score Weight
3 ;I;r;g:cftulness and Build good governance gg?ri A = ?6) ) 2
Bad =0-2
Build a culture of Good =5-7
integrity Normal =3-4
Bad =0-2
Score Weight
4 Efficacy of Mind Operant Conditioning,. Sg?ri Al ; ; : Z
Bad =0-2
. Good =6-8
— Modeling Normal =3 -5
J RAK Bad =0-2
Score Weight

14.2

Good =10-15
Normal =6-10
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. Positive Reinforcement Bad =0-5
Reinforcement and .
5 Communication to communicate
indications of fraud 358
Score Weight
Tabel 2.
. Proportional enforcement Good =10-15 abe
6 Enforcement actions . _ Tool Assessment
of penalties Normal =6-10 ) i
Bad =0-5 6 Dimensi FDP
Score Weight Protocol

Sumber: (Koerniawan, 2023)

Dengan memanfaatkan instrumen penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan data yang
kaya dan mendetail mengenai penerapan protokol FDP dalam pencegahan fiaud entitas.
(Kvale, 2007; Rubin & Rubin, 2012); (Seidman, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

Selama penelitian kualitatif, sangat penting untuk memastikan data yang akurat dan reliabel
guna mencapal temuan yang dapat diandalkan. Untuk mencapai hal ini, langkah-langkah
berikut telah diambil untuk menguji validitas dan reliabilitas data: (Charmaz, 2014); (Lincoln
& Guba, 1985); (Patton, 2015)

Pertama, dilakukan triangulasi sumber dengan mengumpulkan data dari berbagai informan
dengan pengalaman dan sudut pandang yang berbeda mengenai fraud deterence di klinik (5
orang manajemen Klinik), Pejabat dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat (3 orang Pejabat), dan
2 orang pengurus organisasi profesi. Validasi temuan dengan informan tambahan yang
berasal dari pengurus organisasi profesi IDI dan PERSI dilakukan untuk memverifikasi
temuan, memastikan konsistensi dan kesesuaian data dari berbagai informan yang terlibat
dalam penelitian. Terakhir, refleksi peneliti terhadap data yang dikumpulkan dilakukan untuk
meminimalkan bias peneliti dan pengaruh peneliti terhadap proses pengumpulan dan
interpretasi data. (Charmaz, 2014); (Lincoln & Guba, 1985); (Patton, 2015).

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini dapat diandalkan dan valid karena melibatkan
berbagai informan dengan pengalaman dan posisi yang beragam. Pendekatan sistematis
dalam pengumpulan dan analisis data, termasuk pengkodean data dan pengelompokan tema,
digunakan untuk meningkatkan reliabilitas data. Temuan dari penelitian ini bersifat konklusif,
dan mencerminkan akurasi implementasi dimensi dan indikator konsep FDP di penyedia
layanan klinik kesehatan. Data tersebut dikuatkan oleh berbagai sudut pandang informan
yang terlibat, menghasilkan hasil yang konsisten dan koheren.

Analisis Tema dengan QDA Miner
QDA Miner

QDA Miner adalah perangkat lunak analisis kualitatif yang membantu peneliti dalam
mengorganisir, mengklasifikasikan, dan menganalisis data kualitatif (Lewins & Silver, 2014).
Selama tahap pengolahan data, langkah-langkah berikut diambil menggunakan QDA Miner:
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Pengkodean Data: Data yang diperoleh dari wawancara disederhanakan menjadi unit kode
yang mewakili tema, konsep, atau kategori yang muncul dari percakapan. Pengkodean
dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi unit kode yang relevan dengan tujuan
penelitian.

Pengelompokan Tema dan Temuan: Unit kode yang relevan dikelompokkan ke dalam
tema yang saling terkait. Dalam QDA Miner, peneliti dapat dengan mudah mengelompokkan
dan mengorganisir unit kode ke dalam tema yang muncul secara induktif dari data.

Analisis dan Interpretasi- Setelah mengelompokkan tema, peneliti melakukan analisis dan
interpretasi lebih lanjut terhadap temuan yang muncul dari data. Ini melibatkan identifikasi
pola, hubungan, dan perbedaan dalam data yang dapat memberikan pemahaman yang lebih
mendalam tentang implementasi konsep FDP di klinik swasta dan di kebijakan Dinas
Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Miles et al., 2020); (Saldana, 2016). Dengan
menggunakan QDA Miner, peneliti dapat memvisualisasikan dan menjelaskan temuan yang
muncul dalam diagram, tabel, dan laporan. Ini memudahkan peneliti untuk menjelaskan
temuan yang memberikan dasar yang kuat untuk diskusi dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan uraian langkah-langkah di atas maka hasil penelitian disajikan secara berturut-
turut berikut ini, dimulai dari hasil wawancara kepada informan. Hasil wawancara terhadap 5
informasn tentang pelaksanaan fraud deterrence di 5 entitas klinik, sebagai berikut:

Informan A dari klinik A:

“Di klinik kami, pencegahan frand menjadi prioritas manajemen, namun kami tidak tabu apakah hal
tersebut merupakan bagian dari frand deterrence atau fraud prevention. Kami mengandalkan sistem
pengendalian internal kami mampn mencegah frand terjadi, dengan dukungan whistle blowing system.
Untuk kegiatan andit, sejanh ini yang kami lakukan secara periodik adalah andit laporan kenangan oleh
kantor akuntan independen. Andit internal belum kami laknkan. Perhatian terbadap Staf dan karyawan
menurut kani sudabh cukup kami lakukan dengan pemberian gaji dan remunerasi yang pantas. Sedangkan
untuk penegakkan hukum, sejanh ini kami belum memerlukan terdapat bagian hukum dalam struktur
organisasi kami.”

Informan B dari klinik B:

“Di klinik kami, pencegahan fraud sudah diterapkan manajemen. Menurut kami kunci utama dalam
frand deterrence adalab membina bubungan baik dan saling memahami diantara kami, pihak manajemen
dengan staf dan karyawan klinik. Jika kepercayaan dan saling menjaga dapat tetap terpelibara dengan
baik, maka tidak akan muncul kasus-kasus frand. Sistem informasi juga sudab kami bangun yang
metpakan bagian dari sistem pengendalian internal kami. Meski belumr ada sistem khusus untuk whistle
blowing system, tetapi kami yakin dapat mencegah frand. Kegiatan andit, kami lakukan secara periodik
untuk andit atas laporan kenangan oleh kantor akuntan independen. Kami belum memiliki Auditor
internal dan karenanya Andit internal belum kami lakukan. Kami sebagai pemilik klinik juga merangkap
sebagai manajemen klinik. Perhatian terbadap Staf dan karyawan menurut kami baik, gaji dan remunerasi
yang pantas serta kesempatan karir kami berikan kepada setiap staf dan karyawan secara adil. Untuk
penegakkan hukum, dan aturan, dari kami sebagai pemilik sudah cukup. kami belum memerlnkan
terdapat bagian hukum dalam struktur organisasi kami.”

Informan C dari klinik C:

“ Pencegaban frand di klinik kani, sudab dimulai sejak klinik ini berdiri. Karena kami sebelumnya pernah
bekerja di rumab sakit sehingga kami tabu di sisi-sisi mana saja kemungkinan frand akan terjadi. Beberapa
titik rawan frand seperti pada proses pengadaan barang dan jasa (procurement) kami lakukan sendiri
berhubungan dengan para vendor. Untuk kasir manpun bagian kenangan berasal dari kelnarga kami
untuk meminimalisir kemungkinan kolusi antar karyawan. Meskipun kani memiliki sistem informasi
secara terintegrasi, namun kami tetap perln mengantisipasi kemungkinan frand terjadi.. Kegiatan andit
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laporan kenangan rutin kami lakukan, oleh kantor akuntan independen. Karena untuk kepentingan
laporan ke Dinas Kesehatan Pemerintab daerab serta laporan pajak tabunan. Audit internal belum kami
laknfkan. Perbatian terbadap Staf dan karyawan menurut kami sudah cukup baik dengan pemberian gaji
dan remunerasi yang baik. Sedangkan untuk penegakkan hukum, sejanb ini kami handle sendiri dan
belum memerlukan bagian bukum dalam struktur organisasi kami.”

Informan D dari klinik D:

“Di klinik kami, Sistem informasi klinik sudab kami bangun secara terintegrasi. Sistem telah terbubung
dengan stock barang di gudang, dan dengan bagian pembelian yang otorisasinya berada pada manajemen.
Sistem tata kelola juga sudah kami bangun, karena kani juga mengimplementasikan 15O 9001: 2015.
Hal tersebut adalah bagian dari upaya kami di manajemen melaknkan pencegaban frand. Setiap pasien
yang masuk_juga sudah kami sarankan untuk men-download aplikasi khusus pasien di play-store, yang
telah dilengkapi dengan sistem whistle blowing system, yang terkoneksi dengan server kami. Dengan kondisi
tersebut, kami yakin dapat mencegab frand. Kegiatan andit, kami lakukan secara periodik untuk andit
atas laporan kenangan oleh kantor akuntan independen. Kami sudah memiliki Auditor internal dan secara
rutin melakukan kegiatan Audit internal, di lokasi klinik disini dan di beberapa cabang kami di lokasi
lain. Kami sebagai pemilik klinik juga merangkap sebagai manajemen klinik. Perhatian terhadap Staf dan
karyawan menurut kami sudab sangat baik, gaji, remunerasi, bonus, pengembangan pengetahuan dan
ketrampilan serta kesempatan karir, juga kami berikan kepada setiap staf dan karyawan secara adil. Kami
dijadikan panutan dan patron bagi staf dan karyawan klinik, karena kani membangun usaba ini mulai
dari bawah. Untuk penegakkan hukum, dan aturan, dalam struktur organisasi klinik tersedia, namun
belum kami realisasikan saat ini.”

Informan E dari klinik E:

“Saya bekerja sebagai dokter spesialis di rumal sakit, dan memiliki jabatan struktural. Pencegaban frand
di klinik kami, menurut kami sudah dilaknkan. Karena kami bekerja di rumab sakit sehingga kami tahu
di titik mana saja kemungkinan fraud akan terjadi. Proses pengadaan barang dan jasa (procurement)
dilaksanakan oleh keluarga kami sendiri saat berhubungan dengan vendor, juga untuk kasir maupun
bagian kenangan berasal dari kelnarga kami untuk menghindari kolusi antar karyawan. Klinik kani
memiliki SOP dan internal control yang terintegrasi, yang secara periodik diavaluasi untnk dilakukan
perbaikan terus menerus, untuk mengantisipasi kemungkinan frand. Kegiatan andit laporan kenangan rutin
kami lakukan, oleh kantor akuntan independen, untuk kepentingan laporan ke Dinas Kesehatan serta
laporan pajak tabunan. Audit internal juga kami lakukan, karena ada departemen tersebut di klinik
kami. Perbatian terhadap Staf dan karyawan untuk penguatan positif menurut kami sudah cukup baik
dengan pemberian gaji dan remunerasi yang batk. Sedangkan untuk penegakkan hukum, dilaknkan bagian
bukum dalam struktur organisasi kani. WBS (Wistle-blowing System) sudah ada, tetapi FCP belum ada”

Selanjutnya, cuplikan transkrip hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 3 orang
pejabat utama Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat disajikan sebagai berikut:

Informan X:

“Kebijakan Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi |awa Barat sejalan dengan program kerja Kementerian
Kesehatan. Berkaitan dengan fraud deterrence, sejalan dengan kewajiban kami dalam mengimplementasikan
SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan) maka bagi setiap entitas penyedia layanan kesehatan
klinik dan rumalh sakit di bawah Pemerintah wajib menerapkannya. Badan Pengawasan Kenangan dan
Pembangunan (BPKP) Propinsi |awa Barat telah melakukan supervisi implementasi tersebut. Bagi entitas
_yang telah menerapkan SPIP, maka BPKP akan memberikan supervisi untuk mengimplementasikan FCP
(Fraud Control Plan). Hal-hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk melaknkan frand deterrence.
Kami di propinsi juga telah membuat peraturan Gubernur sejalan dengan aturan tersebut untuk petunjuk
operasionalnya di propinsi |awa Barat. Kegiatan andit kenangan dan andit kepatuban rutin juga dilaknkan
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setiap tahun dan bersifat mandatory bagi entitas berbadan hukum BLUD (Badan Layanan Umum
Daerah). Sedangkan untuk swasta, kami tidak dapat mewajibkan hal tersebut, tetapi terkait dengan
361 keperluan untuk pengajuan klaim BPJS, maka laporan auditan kami minta dari entitas mereka.”

Informan Y:

“Di lingkungan Propinsi Jawa Barat fraud deterrence dan frand prevention telah dilaknkan. Frand
deterrence mengarah pada aspek budaya dan etika, serta frand prevention yang mengarah pada perbaikan
SOP, dan sistem tata kelola diterapkan dalam kebijakan sejalan dengan program kerja di Kementerian
Kesehatan. Bagi entitas penyedia kesehatan dalam bentuk klinik maupun rumab sakit di bawah
pemerintaban, maka mengimplementasikan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintaban) wajib
diterapkan. BPKP Propinsi Jawa Barat telah melaknkan supervisi implementasi SPIP. Bagi entitas yang
telah menerapkan SPIP, juga diwajibkan untuk mengimplementasikan FCP. Hal-hal tersebut merupakan
bagian dari upaya untuk melaknkan fraud deterrence di entitas pemerintaban, terutama di Dinas
Kesehatan. Kami di propinsi juga telah membunat peraturan Gubernur sejalan dengan aturan tersebut untuk
petunjuk operasionalnya di propinsi Jawa Barat. Setiap BLUD dj setiap periode, wajib melakukan audit
keuangan dan audit kepatuban dan bersifat mandatory. Kebijakan tersebut memang tidak diwajibkan
untuk penyedia layanan kesehatan swasta.”

Informan Z:

“Dinas Kesebatan Pemerintalh Propinsi Jawa Barat telah menyusun kebijakan terkait dengan pencegahan
Sfrand di lingkungan kesehatan, melalui peraturan gubernur propinsi Jawa Barat. Referensi yang kami
gunakan dalam membnat aturan adalah peraturan Pemerintah dan Peraturan Kementerian Kesebatan,
serta beberapa konsideran lainnya. Di dalam aturan tersebut maka setiap instansi pemerintaban baik yang
berbentuk BLUD manpun bentuk hukum lain, wajib mengimplementasikan SPIP dan FCP, dengan
supervisi dari BPKP Propinsi Jawa Barat. Hal-hal tersebut mernpakan bagian dari upaya mencegah fraud.
Kegiatan andit kenangan dan andit kepatuban rutin dilakukan setiap tabun dan bersifat mandatory bagi
entitas berbadan hukum BLUD. Bagian SPI (Sistem Pengendalian Intern) di setiap entitas bersama dengan
Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan terus menerus di masing-masing entitas. W histle-
Blowing System: (WBS) juga kami wajibkan dengan memasang aplikasi LAPOR di setiap entitas. Kami
menyadari bahwa hal-hal tersebut masih belum diwajibkan di klinik swasta, tidak diwajibkan. Tetapi
terkait dengan keperlnan untuk pengajuan klaim BP|S, maka laporan auditan kami minta dari entitas
mereka.Secara rutin sesuai dengan tugas kami, maka pengawasan dan pembinaan kami lakukan di klinik
dan rumah sakit swasta.”

Dari transkrip wawancara di atas, langkah selanjutnya dilakukan pengkodean data,
pengelompokan tema, analisis dan interpretasi, dengan tahapan langkah-langkah sebagai
berikut:

Proses Pengkodean Data
Berikut adalah proses pengkodean data yang digunakan: (Bovatzis, 1998); (Saldana, 2016).

Pertama-tama, data wawancara yang diperoleh dari informan disiapkan untuk proses
pengkodean. Transkrip wawancara diubah ke dalam format yang sesuai untuk diimpor ke
perangkat lunak QDA Miner.

Peneliti mengembangkan kategori kode yang relevan dengan tujuan penelitian dan temuan
yang akan dikaji. Kategori kode ini mencakup konsep atau tema yang muncul dalam
wawancara terkait imasukkan ke dalam iner berdasarkan transkrip wawancara.

JRARK kait FDP dimasukkan ke dalam QDA Miner berdasark krip
14.2 Setiap kode diberi label yang sesuai dengan kategori kode yang telah dikembangkan. (Lewins

& Silver, 2014).
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Peneliti melakukan uji konsistensi kode untuk memastikan bahwa kode-kode yang diberikan
sesuai dengan konteks temuan yang relevan. Proses ini melibatkan perbandingan dan revisi
kode-kode jika diperlukan. Setelah pengkodean selesai, peneliti meninjau semua kode dan
temuan yang telah dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dan terkait
secara logis. (Creswell & Poth, 2018); (Miles et al., 2020); (Saldana, 2016); (Strauss & Corbin,
1998)

Seluruh proses pengkodean dan pengelompokan temuan diverifikasi oleh peneliti lain dalam
tim melalui diskusi dan validasi dengan informan lain untuk memastikan akurasi dan
konsistensi hasil pengkodean. Selama dan setelah proses pengkodean, peneliti
mendokumentasikan semua keputusan yang diambil, catatan perubahan atau revisi kode, dan
hasil dari pengkodean yang telah dilakukan. Hal ini memastikan jejak dan transparansi dalam
proses pengkodean data. (Bovatzis, 1998); (Saldana, 2016).

Pengelompokan Tema

Selama penelitian kualitatif, sangat penting untuk mengelompokkan unit analisis yang serupa
ke dalam tema-tema terkait. Untuk mencapai hal ini, kode-kode yang telah ditetapkan
dikelompokkan ke dalam tema-tema yang lebih luas berdasarkan konten atau maknanya.
Proses ini melibatkan identifikasi pola dan konsep yang muncul dari data dan menempatkan
kode-kode serupa ke dalam kelompok-kelompok terkait. Dengan mengategorikan kode-kode
ke dalam tema-tema, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang
hubungan antara berbagai aspek topik penelitian dan mengembangkan pemahaman yang
lebih komprehensif tentangnya. (Bovatzis, 1998), (Miles et al., 2020), (Saldana, 2016).

Hasil dari pengkodean data dan pengelompokan tema disajikan dalam tabel 3 berikut:

KATEGORI TEMA KODE
Due Dilligent Risk Fraud Assessment
Due Dilligent Competent Internal Accountant
Enhancement Continous Improvement of SOP
Enhancement Continous Improvement of IC
Truthfullness and Respect Build Good Governance
Truthfullness and Respect Build a Culture of Integrity
Truthfullness and Respect FCP
Truthfullness and Respect Whistle Blowing System
Efficacy of Mind Operant Conditioning
Efficacy of Mind Modeling
Reinforcement and
Communication Positif Reinforcement Policy
Reinforcement and Dissemination of Fraud deterrence and Internal
Tabel 3. Co.mmumcatlon Audit
Pengkodean Remforce.mept and .
Data dan Communication Protect whistleblowers
Pengelompokan Einforcement Action Proportional enforcement of penalties
Tema Pinforcement Action Presence of Ethical Council and Legal Officer
Einforcement Action Proportional performance appraisal

Sumber: Hasil Penelitian (2023)
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Analisis dan Interpretasi

Hasil pengkodean data dan pengelompokan tema seperti yang disajikan dalam tabel 3
menunjukkan bahwa terdapat 6 tema yang diungkapkan informan yaitu (1) Duwe Dilligent,
meliputi 7isk frand assessment dan akuntan internal yang kompeten; (2) Enbancement, meliputi
continous improvement Standar Operasional dan Prosedur, dan continons inmprovement internal control,
(3) Truthfullness and Respect, meliputi membangun tata kelola, membangun budaya integritas,
fraud control plan, whistle-blowing system; (4) Efficacy of Mind, meliputi operant conditioning dan
Modeling, (5) Reinforcement & Communication, meliputi kebijakan penguatan positif, diseminasi
frand deterrence dan internal andit, petlindungan terhadap whistleblowers; (6) Tindakan Penegakkan
Hukum, meliputi pemberian denda yang proporsional, terdapat kode etik dan /Jegal officer,
penilaian kinerja yang proporsional.

Hasil pengolahan data atas hasil wawancara, hasil dari pengkodean data, dan pengelompokan
tema, diolah dengan QDA Miner, menghasilkan oxtput berapa Word Clound of Frand Detterence
Propeller sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 5.

Risk Fraud Assessment
Competent Internal Accountant

FCP

Operant Conditioning

Positif Reinforcement Policy
Dissemination of Fraud deterrence and

Protect whistleblowers

Gambar 5: Word Cloud of Fraud Detterence Propeller (FDP)

Dari hasil word cloud di atas maka terkait dengan implementasi fraud deterrence propeller,
kode yang menonjol dalam pembicaraan informan berturut-turut sebagai berikut: (1)
Continous Improvement SOP, (2) Continous Improvement Internal Control, keduanya merupakan tema
Enbhancement. Kemudian (3) Dissemination of fraud deterrence and internal audit, dan positive
reinforcement policy, yang merupakan tema Reinforcement and Communication, (4) Proportional
enforcement of penalties, yang merupakan tema enforcement action. Urutan berikutnya adalah (5)
Adanya akuntan internal yang kompeten, dan penilaian resiko fraud (risk fraud assessment),
keduanya merupakan tema due dilligent. Selanjutnya adalah (6) Membangun tata kelola,
Membangun budaya integritas, Fraud Control Plan, serta Whistle-Blowing System, keempatnya
merupakan tema Truthfullness and Respect. Kemudian urutan berikutnya (7) Proportional
performance appraisal, yang merupakan tema FEinforcement. Urutan selanjutnya (8) Operant
conditioning, modeling, keduanya merupakan tema Efficacy of Mind. Selanjutnya (9) Protect
Whistleblowers yang merupakan tema Reznforcement and Communication. Akhirnya (10) Presence of
Ethical Council and Legal Offficer, yang merupakan tema Einforcement Action.

Dengan demikian maka indikator implementasi fraud deterrence pada klinik penyedia
layanan kesehatan mencakup; Perbaikan terus menerus terhadap prosedur operasional
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standar dan pengendalian internal, Sosialisasi pencegahan penipuan dan audit internal,
Kebijakan penguatan positif, Pemberian denda yang proportional, Terdapat akuntan internal
yang kompeten, dan penilaian resiko fraud, Membangun budaya integritas, fraud control
plan, serta Whistle-Blowing System, Penilaian kinerja proporsional, Operant conditioning,
modeling, melindungi Whistleblower, Kehadiran Dewan Etik dan Legal Officer di entitas.

Pembahasan

Dari pertanyaan penelitian yang pertama, maka hasil dari penelitian ini konsisten dengan
penelitian sebelumnya tentang pencegahan penipuan dan mendukung konsep yang disajikan
dalam kerangka kerja FDP. (Savino & Turvey, 2018); (Koerniawan, 2021); (Navarrete, 2022);
(Koerniawan, Afiah, Sueb, & Supriadi, 2022); _(Koerniawan, 2023). Resiko fraud secara
proaktif dapat dikurangi dengan penekanan pada; Perbaikan terus menerus terhadap
prosedur operasional standar dan pengendalian internal, Sosialisasi pencegahan fraud dan
audit internal, Kebijakan penguatan positif, Sangsi denda yang proportional, Terdapat
akuntan internal yang kompeten, dan penilaian resiko fraud sangat penting. Temuan ini juga
menekankan pentingnya membangun budaya integritas, FCP, serta Whistle-Blowing System,
Penilaian kinerja proporsional, Operant conditioning, modeling, melindungi Whistleblower,

Kehadiran Dewan Etik dan Lega/ Officer di entitas. (ACFE, 20106); (Koerniawan, Afiah, Sueb,
& Supriadi, 2022); (Koerniawan, 2023).

Menggunakan teknik operant conditioning dan modeling konsisten dengan prinsip-prinsip
psikologi perilaku dan teori belajar sosial. _(Bandura, 1977); (Ajzen, 1985); (Ajzen, 1991);
(Ajzen, 2005); _ (Ajzen, 2011). Organisasi dapat membentuk sikap karyawan guna
meningkatkan rasa tanggung jawab mereka dalam mencegah fraud dengan memperkuat
perilaku positif dan memberikan contoh perilaku etis (Modeling). Penggunaan teknik operant
conditioning dan modeling dapat mendorong perilaku jujur dan mencegah fraud melalui strategi
penguatan positif, seperti mengakui dan memberikan penghargaan terhadap perilaku etis, dan
memodelkan perilaku etis para pemimpin, serta penguatan negatif dan punishment. Hal ini
sejalan dengan Skinner dan Thorndike. (Bandura, 1977); (Ajzen, 1985); (Koerniawan, 2023).

Strategi komunikasi sangat penting dalam menciptakan sistem pencegahan fraud yang kuat.
Organisasi dapat menyebarkan informasi, memperkuat kebijakan dan prosedur anti-fraud,
dan mendorong karyawan untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan melalui saluran
komunikasi yang berkelanjutan, saluran komunikasi terbuka, dan sistem pelaporan anonim.

(ACFE, 2010).

Temuan penelitian ini juga menekankan pentingnya tindakan penegakan hukum dalam
mencegah frand. (Munawiroh, A., & Rumawi, R., 2023). Tindakan disipliner yang
proporsional dan konsisten akan mengirim pesan yang jelas bahwa perilaku fraud tidak akan
ditoleransi, sehingga dapat mencegah pelaku potensial melakukan frazd dan meningkatkan
efektivitas fraud deterrence. (Beccaria, 1872); (Bentham, 2000); (Cendrowski, Martin , & Petro,
2007); _(Akers, 2010); (Johnson & Khoshgoftaar, 2019); _(Koerniawan, Afiah, Sueb, &
Supriadi, 2022); (Koerniawan, 2023); (Hancock, et.,al. 2023).

Secara keseluruhan, penerapan protokol FDP di klinik kesehatan swasta menunjukkan
potensi positif guna memperkuat praktik fraud deterrence. Hasil penilaian maturity frand deterrence
menggunakan protokol FDP ditampilkan dalam Lampiran 1 dan 2. Lampiran 1 berisi skor
wawancara rata-rata untuk setiap indikator yang terkait dengan kondisi empiris pada 5 klinik.
Setiap indikator diberi skor 1 jika item yang diminta tersedia atau diimplementasikan, 0,5 jika
tidak lengkap, dan 0 jika tidak tersedia atau tidak diimplementasikan. Skor tersebut kemudian
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diambil rata-rata untuk mendapatkan skor total untuk setiap indikator. Lampiran 2
menyajikan hasil penilaian keseluruhan. _(Koerniawan, 2023). Berdasarkan hasil assessment,
klinik di Kota Bandung mendapat kriteria buruk dalam hal dwe diligence, perbaikan
berkelanjutan pada pengendalian internal dan SOP, serta pembangunan tata kelola yang baik.
Nilai keseluruhan menyimpulkan bahwa klinik kesehatan di Kota Bandung menunjukkan
skor tingkat maturity, sedang (moderate), dalam pencegahan fraud.

Kemudian terkait dengan pertanyaan penelitian kedua, hasilnya menunjukkan bahwa
pemerintah daerah telah mengimplementasikan fraud deterrence dengan mewajibkan
implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan) di setiap SKPD, organisasi,
badan dan lembaga pemerintahan. Entitas BLUD rumah sakit dan puskesmas wajib
menyerahkan laporan audit independen dan laporan audit kepatuhan sebagai bagian dari
upaya pencegahan fraud. Implementasi WBS (Sari, 2024); (Paraswansa & Utomo, 2024) dan
FCP juga wajib diimplementasikan dan diawasi BPKP Jawa Barat. Namun, peraturan
tersebut tidak berlaku bagi klinik swasta di Jawa Barat, meskipun klinik swasta juga terhubung
dengan Dinas kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Dengan demikian, terkait dengan fenomena yang disajikan di pendahuluan tentang maraknya
frand di penyedia layanan kesehatan, utamanya berkaitan dengan fraxd pada klaim BPJS
Kesehatan, dapat terjawab. Fraud terjadi karena implementasi fraud deterrence relatif belum
dilaksanakan secara terstruktur, sistimik dan masif di klinik swasta. Tingkat waturity frand
deterrence. menggunakan protokol FDP menunjukkan posisi moderate. Alasan kedua,
peraturan yang dikeluarkan Dinas kesehatan untuk pencegahan fraud hanya berlaku di entitas
milik pemerintah dan tidak menjangkau entitas klinik swasta.

SIMPULAN

Penerapan protokol FDP dapat membantu entitas menilai tingkat waturity pencegahan frand
entitas. Untuk mencegah fraud, penting untuk fokus pada continous improvement terhadap
prosedur operasional standar dan pengendalian internal, sosialisasi pencegahan fraud dan
audit internal, membuat kebijakan penguatan positif, po/icy sangsi denda yang proportional,
tersedianya akuntan internal yang kompeten, dan aktifitas penilaian resiko fraud sangat
penting. Temuan ini juga menekankan pentingnya membangun budaya integritas, FCP, serta
Whistle-Blowing System (WBS), penilaian kinerja yang proporsional, menciptakan figur
tokoh panutan (modeling), melindungi Whistleblower, kehadiran Dewan Etik dan Lega/ Officer di
entitas. Komunikasi yang efektif membantu menciptakan sistem pencegahan fraud yang kuat.
Organisasi dapat menyebarkan informasi, memperkuat kebijakan dan prosedur anti-fraud,
dan mendorong karyawan untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan melalui saluran
komunikasi yang berkelanjutan, saluran komunikasi terbuka, serta sistem pelaporan anonym.
Program pelatihan regular bagi SDM, akan berperan penting membuka wawasan pentingnya
mencegah fraud. Tindakan penegakan hukum yang proporsional dan konsisten mengirim
sinyal pesan yang jelas bahwa perilaku fraud tidak akan ditoleransi, dapat mencegah pelaku
potensial melakukan fraud.

Regulasi terkait model tata kelola yang baik, znternal control, FCP, WBS, bagi penyedia klinik
dan rumah sakit untuk mencegah fraud di sektor kesehatan berlaku mandatory bagi entitas
BLUD Puskesmas dan BLUD rumah sakit pemerintah daerah, entitas swasta tidak
diwajibkan mengimplementasikannya. Hal ini yang menjadi penyebab masih maraknya fraud
klaim BP]JS kesehatan.
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LAMPIRAN 1: Protocol of Fraud Deterrence Propeller
Implementation of Guide to measuring indicators and checklists

N Dimensions and Indicators Health Health Health Health Health Health
o
Fraud Deterrence Propellers Clinic 1 Clinic 2 Clinic 3 Clinic 4 Clinic 5 Clinic 2
DUE DILLIGENCE
Risk Fraud Assessment
1 There is a Risk Fraud
Assessment (RFA) tool
2 There is a special RFA staff 1.0 - 1.0 1.0 1.0 1.0
3 Special staff understand tool 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 -
4 There is an RFA policy - - - - - -
5 There is RFA socialization - - - - - -
6 RFA .1s c.arne(% out routinely on 10 i 10 10 10 i
a periodic basis
Management discussed RFA
7 1.0 - 1.0 1.0 1.0 -
results laps
8 There's a follow-up - - - - - -
There is Management Review
9 Meeting (MRM) and - - - - - -
documentation
10 Continuous Improvement
related to tools
Total Score 4.0 1.0 4.0 4.0 4.0 1.0
Competent Internal Accountant
1 There is an internal accountant 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2 Competent accountant 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
A inely
3 cc'ountants routinely update 10 10 10 10 10 10
their knowledge
4 There is an Internal Audit - - - - - -
5 There is an External Audit 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Aodi - v
6 udits a're c'arrled. out routinely 0.5 05 0.5 05 05 0.5
on a periodic basis
- Thefe is a discussion of the 0.5 05 0.5 05 05 0.5
audit report
8 There is a follow-up audit 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
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here is a MRM Audi
g | Thereisa MRMand Audit 05 05 05 05 05 05
documentation
10 Continuous Improvement 10
related to Financial Reports i i i i i ’
Total Score 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0
ENHANCEMENT
Continuous Improvement of Standard Operational Procedures (SOP)
{ | Thereis acomplete System 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Operating Procedure (SOP)
There is a special staff who
2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
monitors the SOP
3 Special staff understand SOP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4 There is an Internal Audit - - - - - -
5 There is an external audit 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Regular i 1 1 audi
6 egu ar'mterna and external audit] 0.5 05 0.5 05 0.5 0.5
are carried out
7 Audit reports are discussed 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
8 There is a follow-up to the SOP
Audit implementation i i i i i i
There is a MRM and Audit
9 . 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Documentation
10 Continuous Improvement
related to SOP
Total Score 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Continous Improvement of Internal Control (IC)
1 There is an Internal Control (IC)
System Document
5 Ther.elsaspeclal staff to 10 10 10 10 10 10
monitor Internal Control
3 Special Staff understand Internal
Control-COSO i i i i i i
4 There are Internal Audit (IA)
activities i i i i i i
There is an External Audit (EA)
5 .. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
activity
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1A A Audi i
6 and E udits are carried 05 05 0.5 05 05 05
out regularly
7 Audit reports are discussed 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
8 There is a follow-up to the IC
System Audit i i i i i i
9 There is a M.RM and Audit 05 05 0.5 05 05 i
Documentation
10 Continuous Improvement
related to Internal Control
Total Score 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0
TRUTHFULNESS and
RESPECT
Build Good Governance
1 There is a governance document 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2 There is a special staff to 10
monitor governance '
3 Special Staff understand Good
Governance (GG)
4 There is a Fraud Control Plan
(FCP) Document
5 FCP document is declared - - - - - -
6 FCP is applied - - - - - -
h is 2 MRM
7 | Thereisa on FCP and 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
GG
8 There is Continuous
Improvement related to FCP
Total Score 1.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Build a Culture of Integrity
1 Th(‘:rc is a Culture of Integrity 10 10 10 10 10 10
Policy
There is a special staff who
2 monitors the Culture of 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Integrity
3 Special Staff und(.irstand the 10 10 10 10 10 10
Culture of Integrity
4 There is a Whistle-Blowing
System (WBS) facility i i i i i i
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There is WBS socialization

WBS implemented

There is a MRM related to the
WBS

Total Score

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

EFFICACY of MIND

Operant Conditioning.

There is Positive Policy

Reinforcement

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

There is a Negative
Reinforcement Policy

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

There is a Positive Punishment
Policy

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

There is a Negative Punishment
Policy

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

There is evidence that the
Strengthening policy is being
implemented

There is evidence that the
Punishment policy is being
implemented

There is a MRM

Total Score

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

Modeling

There is a figure of someone
who is used as a patron

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

The patron is affirmed in front
of the staff

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

There is a performance appraisal
model

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Performance Assessment is

applied

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Best staff announced

The best staff salaries are
increased

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Best employee announced
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The best employee's salary is

8 . 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
increased
375 Total Score 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
REINFORCEMENT and
COMMUNICATION
Positive Reinforcement to Communicate Indications of Fraud
1 There is a Policy about Rewards 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2 There is a policy about bonuses 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
here i ial staff in HR
3 | Thereisa special staffin H 10 10 10 10 10 10
who monitors
4 The idea of fraud deterrence
(FD) is appreciated
5 Governance improvement ideas
appreciated i i i i i i
6 Internal Auditor Active
’ Socialization of the FD ) ) ) ) ) )
- Internal Auditor Active
socialization of audit results ) ) ) ) ) )
8 There is evidence of a reward 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0 There is evidence of bonus 10 10 10 10 10 10

giving

10 There. is evidence of the best 10 10 10 10 10 10
staff live well

1 There is evidence that the best 10 10 10 10 10 10

employees live well

12 Whistleblowers are protected - - - - _ _

13 There is a pension benefit 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
14 | There are medical allowances 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
15 There.: are employee training and 10 10 10 10 10 10
vacations
Total Score 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
ENFORCEMENT of LAW
ACTIONS

JRAR

Proportional Enforcement of Penalties

14.2

There are criteria for minor
1 1. 1. 1. 1. 1. 1.
violations in the HR rules 0 0 0 0 0 0
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There are criteria for moderate

2 1. 1. 1. 1. 1. 1.
violations in the HR rules 0 0 0 0 0 0
3 There are criteria for serious 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
violations in the HR rules
There are criteria for very
4 serious violations in the HR 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
rules
5 There is an Ethics Council - - - - - -
6 Membership of the Balanced
and Fair Ethics Council ) ) ) i ) )
7 There is a Legal Officer - - - - - -
8 Legal Officer Competent - - - - - -
There is evidence that law
9 enforcement is carried out in 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
stages
jo | Promotions are transparent, 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
accessible, fair
1 Performance appraisal scores are 10 10 10 10 10 10
understood, and transparent
12 Thefe are forms of punishment 10 10 10 10 10 10
for light offenders
13 There is a form of punishment 10 10 10 10 10 10
for moderate offenders
14 There jare forms of punishment 10 10 10 10 10 10
for serious offenders
15 There ate f(?l‘tns of punishment 10 10 10 10 10 10
for very serious offenders
Total Score 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0

Source: Research Findings (2023)
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LAMPIRAN 2: Rule of Thumb and Overall Assessment

A. Rule of Thumb

Overall Conclusion
Range Critetia
0-20 Bad
20,5 - 40 Not Enough
40,5 - 60 Moderate
60,5 - 80 Good
80,5 - 100 Very Good
No Dimensions Indicators of FDP Score Rating ranges
. RFA Good =8-10
! Due Diligent (Risk Fraud Assessment) 5 Normal =5-7
Bad =0-4
Competent Internal 61 Good =8-10
Accountant ? Normal =5-7
Bad =0-4
Score Weight 9,1
) Enhancement Continuous 55 Good =8-10
(improvement) Improvement of SOP > Normal =5-7
Bad =0-4
Continous Improvement 98 Good =8-10
of Internal Control ? Normal =5-7
Bad =0-4
Score Weight 8,3
Truthful d Good =6-8
3 ruthiulness an Build good governance 1,7 00 _
respect Normal =3-5
Bad =0-2
Build a culture of Good =5-7
. . 3 _
integrity Normal =3-4
Bad =0-2
Score Weight 4,7
4 | Efficacy of Mind Operant Conditioni T N
icacy of Min perant Conditioning. Normal =34
Bad =0-2
. Good =6-8
Modeling 6 Normal =35
Bad =0-2
Score Weight 10
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) Positive Reinforcement
Reinforcement and : Good =10-15
5 o to communicate
Communication o Normal =6-10
indications of fraud 10
Bad =0-5
Score Weight 10
. Good =10 -
. . Proportional enforcement o0
6 Enforcement actions c I 11 15
of penaluies Notmal =6 - 10
Bad =0-5
Score Weight 11
Source: Research Instrument Findings, (2023)
B. Opverall Assessment
No Dimensions Indicators of FDP Score Rating ranges
RFA
1 Due Diligent Risk Fraud Assessment 3 Bad
1 1
Competent Internal 61 Normal
Accountant
Score Weight 9,1
) J?'nhancernent Continuous Improvement 55 Normal
(improvement) of SOP
Continous Improvement of
2.8 Bad
Internal Control
Score Weight 8,3
Truthful d
3 ruthiulness an Build good governance 1,7 Bad
rcspcct
Build a culture of integrity 3
Normal
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Score Weight 47
379
4 Efficacy of Mind Operant Conditioning. 4 Normal
Modeling 6 Good
Score Weight 10
Reinforcement Positive Reinforcement to
5 and communicate indications of 10 Normal
Communication fraud
Score Weight 10
6 F‘n.forcement Proportional enfjorcement 1 Good
actions of penalties
Score Weight 11
Total Score 53,1 Moderate

Source: Research Findings, (Koerniawan et.al., 2023).
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